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ABSTRAK

Female genital mutilation (FGM) atau khitan perempuan merupakan praktik yang masih diperdebatkan di Indonesia,
baik dari sisi agama, kesehatan, maupun hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan tokoh agama
dan tenaga medis terhadap praktik khitan anak perempuan, serta menelaah kesesuaiannya dengan ajaran Islam, standar
medis, dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-
terstruktur yang melibatkan lima narasumber dari kalangan tokoh agama dan profesional kesehatan di wilayah
Sumedang. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan pandangan yang
muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tokoh agama masih memandang khitan perempuan sebagai
tindakan sunnah, namun tidak mewajibkan pelaksanaannya, terutama jika dapat menimbulkan mudarat. Sementara itu,
dari sisi medis, praktik ini dianggap tidak memiliki manfaat kesehatan dan justru dapat membahayakan secara fisik
maupun psikologis. Praktik ini juga dinilai bertentangan dengan hak anak dan tidak lagi dianjurkan secara hukum di
Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan perlunya edukasi yang menyeluruh dan kolaborasi antara tokoh agama, tenaga
medis, dan pembuat kebijakan guna mencegah praktik khitan perempuan secara bertahap melalui pendekatan yang
berbasis nilai agama, perlindungan kesehatan, dan hak anak.

Kata Kunci: khitan perempuan; pandangan islam; pandangan medis; hak anak; perlindungan kesehatan.
ABSTRACT

Female genital mutilation (FGM) is a debated practice in Indonesia, from religious, health and legal perspectives. This
study aims to explore the views of religious leaders and medical professionals on the practice of female circumcision,
and examine its compatibility with Islamic teachings, medical standards, and applicable regulations. This study used a
qualitative approach with a semi-structured interview method involving five resource persons from among religious
leaders and health professionals in the Sumedang area. Analysis was conducted using a thematic approach to identify
patterns and views that emerged. The results showed that some religious leaders still view female circumcision as a
sunnah action, but do not require its implementation, especially if it can cause harm. Meanwhile, from a medical
perspective, this practice is considered to have no health benefits and can actually cause physical and psychological
harm. The practice is also considered contrary to children's rights and is no longer legally recommended in Indonesia.
This study concludes that there is a need for comprehensive education and collaboration between religious leaders,
medical personnel, and policy makers to gradually prevent the practice of female circumcision through an approach
based on religious values, health protection, and children's rights.
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1. PENDAHULUAN

Female Genital Mutilation (FGM) atau pemotongan genital perempuan merupakan seluruh prosedur
yang melibatkan penghilangan sebagian atau seluruh bagian genital eksternal perempuan, atau tindakan lain
yang menyebabkan cedera pada organ genital dengan tujuan non-medis. FGM diklasifikasikan menjadi empat
tipe utama: Tipe 1, yaitu pemotongan sebagian atau seluruh glans klitoris dan/atau preputium; Tipe 2, berupa
pemotongan glans klitoris dan labia minora dengan atau tanpa pemotongan labia majora; Tipe 3 atau infibulasi,
yakni penyempitan lubang vagina melalui pembuatan penutup dengan memodifikasi atau menjahit labia; serta
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Tipe 4, mencakup prosedur merugikan lain seperti menusuk, menggores, mengikis, atau mengotorisasi area
genital. Dalam praktik sosial tertentu, FGM kerap disamakan dengan khitan atau sirkumsisi, yaitu pemotongan
sebagian atau seluruh preputium yang menutupi glans penis pada laki-laki atau klitoris pada perempuan. Secara
medis, khitan hanya memberikan manfaat pada laki-laki karena dapat mencegah penumpukan smegma atau
kotoran di bawah preputium yang berpotensi menimbulkan infeksi serta membantu menjaga kebersihan organ
reproduksi. Sementara itu, dalam ajaran Islam, praktik khitan dipandang sebagai bagian dari syariat Nabi
Ibrahim A.S., sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 123. Namun demikian, pandangan ulama
mengenai hukum khitan perempuan masih bervariasi, mulai dari wajib, sunnah, hingga makrumah atau bentuk
penghormatan (Rahmawati et al., 2017). Keragaman interpretasi inilah yang kerap menimbulkan tumpang
tindih antara dimensi agama, budaya, dan prosedur yang secara global dikategorikan sebagai FGM.

Di Indonesia, praktik khitan perempuan (Female Genital Mutilation/Cutting — FGM/C) memunculkan
perdebatan yang kompleks karena beririsan antara ajaran agama, budaya, regulasi negara, dan hak asasi
manusia. Meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 9A Tahun 2008 menyebutkan bahwa
khitan perempuan bersifat sunnah, fatwa ini tidak mewajibkan maupun melarangnya. Bahkan, Kementerian
Kesehatan Rl menerbitkan Peraturan No. 1636 Tahun 2010 yang memberikan panduan teknis pelaksanaan
khitan perempuan (Hermanto, 2016). Namun, dari perspektif kesehatan, praktik ini terbukti berisiko
menimbulkan komplikasi serius seperti infeksi, pendarahan, trauma psikologis, dan gangguan fungsi
reproduksi (Santi, 2006; Shaamash & Eskandar, 2025).

Research gap yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan tenaga medis tentang
dampak jangka panjang khitan perempuan (Female Genital Mutilation), ditambah dengan minimnya
pendekatan edukasi yang melibatkan tokoh agama dan budaya. Paradoksnya, keterlibatan tokoh-tokoh ini,
beserta tenaga medis, seringkali memperkuat praktik ini, terutama di wilayah yang mengalami urbanisasi pesat
(Honor, 2025; Jaya dkk., 2024). Situasi ini semakin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang ambigu dan
lemahnya literasi publik terkait literasi kesehatan reproduksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana
persepsi dan peran tokoh agama serta tenaga kesehatan terhadap praktik khitan perempuan di Indonesia? serta
bagaimana pemahaman masyarakat terhadap khitan perempuan ditinjau dari sisi keagamaan, budaya, dan
kesehatan?”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemahaman dan persepsi para tokoh agama
dan tenaga kesehatan terhadap praktik khitan perempuan, serta menganalisis pengaruh regulasi, nilai budaya,
dan ajaran agama dalam mempertahankan praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran
tentang risiko kesehatan dan dampak psikologis akibat khitan perempuan, serta merumuskan pendekatan
edukasi yang melibatkan tokoh agama dan medis untuk mencegah praktik FGM/C secara lebih efektif.

Sebagai penelitian kualitatif, hipotesis tidak dirumuskan dalam bentuk hubungan kausal seperti pada
penelitian kuantitatif, melainkan dalam bentuk asumsi dasar atau fokus kajian. Penelitian ini dibangun atas
asumsi bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia lebih dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan legitimasi
sosial keagamaan daripada pertimbangan medis atau hak asasi. Selain itu, diasumsikan bahwa persepsi dan
pemahaman tokoh agama serta tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan atau penghapusan
praktik ini di masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif eksploratif. Desain ini
dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pemahaman, pandangan, dan pengalaman
dari tokoh agama dan tenaga medis mengenai praktik khitan perempuan (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan
di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada bulan Maret hingga April 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan
panduan pertanyaan terbuka. Teknik ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas kepada peneliti dan
subjek dalam mengembangkan jawaban yang lebih reflektif (Miles et al., 2014). Dengan menggunakan
purposive sampling, lima subjek direkrut: dua pemimpin agama dan tiga tenaga medis (bidan dan dokter), yang
semuanya memiliki pengalaman atau wewenang dalam masalah sunat perempuan.

Prosedur pengumpulan data diawali dengan penyusunan instrumen wawancara, dilanjutkan dengan
pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Dengan persetujuan dari semua subjek, semua sesi direkam
dalam bentuk audio.Selanjutnya, data hasil wawancara ditranskripsi secara verbatim.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik dengan langkah-langkah: membaca
transkrip secara berulang, mengikuti proses pengkodean pernyataan-pernyataan penting, mengkategorikan
kode-kode ini menjadi tema-tema yang koheren, dan menyimpulkan makna temuan (Braun & Clarke, 2006).
Untuk menjaga validitas, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data antar subjek yang berbeda
serta pengecekan ulang oleh peneliti lain (peer debriefing).
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Penelitian ini telah memperoleh persetujuan etik secara lisan dan tertulis dari masing-masing
narasumber dan institusi pendidikan, dan seluruh identitas subjek dijaga kerahasiaannya sesuai prinsip etika
penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015)

3. HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber yang terdiri dari tokoh agama dan profesional
medis di wilayah Sumedang, ditemukan bahwa praktik khitan pada anak perempuan kini tidak lagi dianjurkan,
baik dari perspektif agama maupun medis. Narasumber dari kalangan tokoh agama menyampaikan bahwa
menurut mazhab Syafi’i, hukum khitan perempuan adalah sunnah, bukan wajib, dan dapat ditinggalkan jika
menimbulkan mudarat. Sedangkan narasumber dari kalangan medis secara tegas menyatakan bahwa khitan
perempuan (Female Genital Mutilation/FGM) tidak memiliki manfaat kesehatan dan dapat menimbulkan
risiko serius seperti infeksi, perdarahan, dan trauma psikologis.

3.1. Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Profesional Medis terhadap (FGM)
Tabel 1. Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Profesional Medis terhadap Female Genital Mutilation

(FGM)
Perspektif Hukum/Praktik Khitan Perempuan Pandangan Umum
Tokoh Agamadi Sunnah (tidak wajib), boleh ditinggalkan ~ Hanya boleh dilakukan oleh tenaga
Masyarakat jika membahayakan ahli/profesional
Tokoh Agama di Khitan perempuan sunnah, tidak wajib Biasanya dipengaruhi oleh budaya
Pondok Pesantren lokal
Dokter Khitan Tidak dianjurkan, lebih banyak risiko dari  Bukan tindakan medis yang
pada manfaat direkomendasikan

Bidan Desa Tidak diajarkan dalam pendidikan medis  Berisiko infeksi dan trauma

Naluk sejak 2009

Bidan RSUD Tidak memiliki manfaat medis, Dianggap sebagai bentuk kekerasan,
dilarang oleh Kemenkes, praktik dilarang secara medis dan hukum

berpotensi melanggar hak anak dan
kesehatan reproduksi
Berdasarkan data dalam Tabel 1, tokoh agama dari masyarakat umum dan pondok pesantren sepakat

bahwa khitan perempuan hukumnya sunnah, bukan wajib, dan dapat ditinggalkan jika menimbulkan mudarat
atau risiko bahaya. Mereka juga menekankan bahwa jika tetap dilakukan, khitan sebaiknya dilakukan oleh
tenaga medis yang ahli dan terlatih. Sementara itu, kalangan tenaga medis seperti dokter dan bidan
menunjukkan sikap yang lebih tegas dalam menolak praktik ini. Dokter menyatakan bahwa Female Genital
Mutilation (FGM) tidak dianjurkan karena risikonya lebih besar dibandingkan manfaatnya, serta tidak
termasuk dalam tindakan medis yang direkomendasikan. Bidan desa menyampaikan bahwa praktik ini tidak
pernah diajarkan dalam pendidikan medis sejak tahun 2009, dan dinilai berisiko tinggi menyebabkan infeksi
dan trauma. Bidan dari RSUD bahkan menekankan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat medis,
dilarang oleh Kementerian Kesehatan, serta berpotensi melanggar hak anak dan kesehatan reproduksi, sehingga
dianggap sebagai bentuk kekerasan.

3.2. Ringkasan Risiko Medis Female Genital Mutilation (FGM)
Tabel 2. Ringkasan Risiko Medis Khitan Perempuan (FGM)

Risiko Kesehatan Penjelasan Singkat
Infeksi Karena penggunaan alat tidak steril
Pendarahan Terutama pada anak dengan gangguan pembekuan
Trauma Psikologis Anak mengalami ketakutan dan kesakitan ekstrem
Gangguan Reproduksi Akibat kerusakan pada organ sensitif

Tabel 2 menyimpulkan risiko-risiko medis yang dapat ditimbulkan oleh praktik khitan perempuan.
Infeksi menjadi salah satu dampak yang paling umum terjadi, terutama akibat penggunaan alat yang tidak steril.
Selain itu, risiko pendarahan sangat mungkin terjadi, terlebih pada anak-anak dengan gangguan pembekuan
darah. Trauma psikologis juga menjadi perhatian penting karena anak perempuan yang menjalani khitan
umumnya mengalami ketakutan dan rasa sakit yang ekstrem, yang bisa berdampak jangka panjang pada kondisi
mentalnya. Lebih jauh lagi, praktik ini dapat menimbulkan gangguan reproduksi karena kerusakan yang
mungkin terjadi pada organ-organ sensitif di area genital.
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3.3. Perbandingan Regulasi Pemerintah tentang Khitan Perempuan
Tabel 3. Perbandingan Regulasi Pemerintah tentang Khitan Perempuan

Tahun Regulasi Status Penjelasan Singkat
2010  Permenkes No. 1636/2010  Dicabut =~ Memberi panduan teknis khitan perempuan, namun
dikritik luas
2014  Permenkes No. 6/2014 Berlaku  Melarang praktik khitan perempuan oleh tenaga
medis resmi

Pada tahun 2010, Kementerian Kesehatan menerbitkan Permenkes No. 1636 yang berisi panduan
teknis pelaksanaan khitan perempuan, namun regulasi ini mendapat banyak kritik dari berbagai kelompok
masyarakat, organisasi kesehatan, dan lembaga internasional sehingga akhirnya dicabut. Kemudian pada tahun
2014, pemerintah mengeluarkan Permenkes No. 6 yang secara tegas melarang tenaga kesehatan melakukan
praktik khitan perempuan, sehingga tenaga medis tidak lagi diperbolehkan menjadi pelaksana tindakan yang
termasuk dalam kategori FGM. Penting dipahami bahwa larangan ini merupakan pembatasan profesi medis,
bukan larangan hukum secara menyeluruh terhadap praktik khitan perempuan di masyarakat. Kebijakan
tersebut menjadi langkah signifikan dalam perlindungan anak perempuan dari risiko kesehatan dan pelanggaran
hak tubuhnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik khitan perempuan tidak memiliki
dasar ilmiah dalam kedokteran, dan regulasi pemerintah melalui pembatasan terhadap tenaga medis
menunjukkan pergeseran kebijakan menuju upaya pelarangan demi melindungi kesehatan serta hak anak
perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik khitan perempuan tidak memiliki dukungan kuat dari
sisi medis dan hanya mendapatkan dukungan terbatas dari sisi agama (hanya sebagai sunnah dan tidak wajib).
Narasumber dari tokoh agama di Sumedang umumnya menekankan bahwa praktik ini bukan kewajiban dan
harus dilakukan oleh tenaga profesional jika tetap dilakukan. Di sisi lain, tenaga medis menyatakan bahwa
tidak ada manfaat klinis dari khitan perempuan dan justru dapat menimbulkan bahaya serius bagi kesehatan
fisik dan mental anak.

4. DISKUSI

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif terhadap praktik khitan perempuan sangat
bervariasi, terutama antara pandangan agama dan profesional medis. Dari sisi agama Islam, khitan perempuan
dianggap sebagai tindakan sunnah yang sifatnya tidak wajib, berbeda dengan khitan laki-laki yang mayoritas
ulama anggap wajib. Pandangan ini bersifat ijtihadi atau interpretatif, di mana sebagian mazhab menganggap
khitan perempuan sebagai sunnah atau mubah, sementara sebagian lainnya tidak merekomendasikan apabila
tindakan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat (Al-Qaradawi, 2001). Prinsip dasar dalam Islam yang
mengedepankan pencegahan bahaya (Dar’ Al-Mafésid) dan perlindungan jiwa (Hifzh An-Nafs) mendukung
sikap yang berhati-hati terhadap praktik ini (As-Suyuthi, 2000).

Jika dibandingkan dengan konteks negara lain, seperti Mesir dan Maroko, terlihat bahwa otoritas
keagamaan di negara-negara tersebut telah mengambil posisi yang lebih tegas dengan mengeluarkan fatwa
yang melarang FGM atas dasar agama. Di Mesir, lembaga-lembaga resmi seperti Al-Azhar menegaskan
bahwa FGM tidak memiliki dasar kewajiban dalam syariat dan justru bertentangan dengan prinsip menghindari
kemudaratan terhadap tubuh perempuan. Demikian pula, di Maroko, ulama dan dewan fatwa menolak FGM
sebagai tradisi yang tidak memiliki legitimasi kuat dalam ajaran Islam dan dinilai merugikan perempuan.
Perbandingan ini menunjukkan adanya kecenderungan global di kalangan otoritas keagamaan Muslim untuk
menafsirkan ajaran agama secara lebih protektif terhadap hak dan kesehatan perempuan, sehingga memperkuat
argumen bahwa praktik khitan perempuan tidak hanya tidak wajib, tetapi juga dapat ditolak atas dasar prinsip
agama yang lebih fundamental, yaitu penjagaan jiwa dan pencegahan bahaya.

Meski demikian, pendekatan medis dan etika menjadi sangat penting dalam praktik khitan perempuan.
Meskipun sebagian tokoh agama membolehkan praktik ini sebagai bagian dari kesunnahan, tenaga kesehatan
memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan kesehatan dan
keselamatan anak perempuan (MUI No. 9, 2008). Kolaborasi antara tokoh agama dan tenaga medis sangat
diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar praktik ini dilakukan dengan memperhatikan
syariat dan prinsip kesehatan modern (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Namun, dari perspektif medis, khitan perempuan dikategorikan sebagai Female Genital Mutilation
(FGM), vaitu praktik yang tidak memiliki manfaat kesehatan dan justru menimbulkan risiko serius seperti
infeksi, perdarahan, dan gangguan psikologis (WHO, 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara tegas
menolak praktik FGM dan telah mengklasifikasikan berbagai tipe mutilasi berdasarkan tingkat kerusakannya
(WHO, 2016). Pemerintah Indonesia sendiri telah mencabut regulasi yang sebelumnya mengakomodasi praktik
ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, sejalan dengan rekomendasi internasional untuk
menghentikan FGM (UNICEF, 2020).
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Lebih jauh, praktik khitan perempuan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia,
terutama hak atas integritas tubuh, kesehatan, dan reproduksi anak perempuan (OHCHR, WHO, UN Women,
2020). Berbagai lembaga internasional seperti WHO dan UNICEF menyerukan penghapusan FGM secara
global, dan penekanan diberikan pada edukasi serta pemberdayaan masyarakat agar keputusan terkait
praktik ini tidak semata-mata berdasarkan budaya atau tradisi, melainkan berdasarkan kesadaran akan hak
anak (CEDAW, 1979).

Penelitian ini juga menemukan dampak negatif yang signifikan akibat praktik khitan perempuan,
termasuk nyeri hebat, infeksi, kehilangan sensitivitas organ, gangguan fungsi seksual, serta trauma psikologis
(WHO, 2016). Meskipun sebelumnya terdapat regulasi yang mengatur praktik ini secara ketat, pencabutan
regulasi tersebut oleh Kementerian Kesehatan Rl menunjukkan perubahan kebijakan yang menyesuaikan
dengan perlindungan hak anak dan kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Oleh karena itu,
upaya penghapusan praktik ini harus didukung oleh edukasi publik yang intensif dan pendekatan berbasis
hukum untuk melindungi anak perempuan dari risiko yang tidak perlu (Komnas Perempuan, 2021).

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pentingnya integrasi antara perspektif agama,
medis, dan hak asasi manusia dalam memahami dan menangani praktik khitan perempuan di Indonesia. Diskusi
ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan melindungi hak
anak, sekaligus menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dipandang secara tunggal hanya dari sudut pandang
budaya atau agama tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan dan hak asasi.

Selain itu, edukasi lintas sektor yang melibatkan tokoh agama, tenaga kesehatan, pendidik, serta aparat
penegak hukum menjadi strategi kunci dalam upaya eliminasi FGM. Pendekatan ini memungkinkan
penyampaian pesan yang konsisten dan saling menguatkan: tokoh agama dapat memberikan penafsiran yang
menolak praktik berbahaya atas nama ajaran agama, tenaga kesehatan menjelaskan risiko medis dan psikologis,
sementara pihak hukum menegaskan konsekuensi yuridis praktik FGM. Sinergi ini diharapkan tidak
hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga mengubah norma sosial dan memperkuat
perlindungan hak anak, sehingga upaya penghapusan khitan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan
berkelanjutan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif terhadap praktik khitan perempuan sangat
bervariasi, terutama antara pandangan agama dan profesional medis. Dari sisi agama Islam, khitan perempuan
dianggap sebagai tindakan sunnah yang sifatnya tidak wajib, berbeda dengan khitan laki-laki yang mayoritas
ulama anggap wajib. Pandangan ini bersifat ijtihadi atau interpretatif, di mana sebagian mazhab menganggap
khitan perempuan sebagai sunnah atau mubah, sementara sebagian lainnya tidak merekomendasikan apabila
tindakan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat (Al-Qaradawi, 2001). Prinsip dasar dalam Islam yang
mengedepankan pencegahan bahaya (Dar’ Al-Mafasid) dan perlindungan jiwa (Hifzh An-Nafs) mendukung
sikap yang berhati-hati terhadap praktik ini (As-Suyuthi, 2000).

Dalam kerangka magasid al-syariah, praktik FGM semakin sulit untuk dipertahankan. Perlindungan
jiwa (hifzh al-nafs) menuntut pencegahan tindakan yang berpotensi menyebabkan nyeri, infeksi, atau
komplikasi jangka panjang. Perlindungan akal (hifzh al-‘aql) dan keturunan (hifzh al-nasl) juga relevan, karena
FGM berisiko mengganggu kesehatan mental, fungsi seksual, dan kualitas kehidupan reproduksi perempuan.
Bahkan, perlindungan agama (hifzh al-din) dan harta (hifzh al-mal) dapat dimaknai sebagai upaya menghindari
praktik yang tidak memiliki dasar kewajiban syar’i namun menimbulkan kerusakan dan beban biaya akibat
komplikasi medis. Dengan demikian, jika ditimbang dengan prinsip maqgasid, praktik FGM lebih dekat dengan
tindakan yang seharusnya ditolak karena bertentangan dengan tujuan utama syariah untuk menghadirkan
kemaslahatan dan menolak kemudaratan.

Meski demikian, pendekatan medis dan etika menjadi sangat penting dalam praktik khitan perempuan.
Meskipun sebagian tokoh agama membolehkan praktik ini sebagai bagian dari kesunnahan, tenaga kesehatan
memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak membahayakan kesehatan dan
keselamatan anak perempuan (MUI No. 9, 2008). Kolaborasi antara tokoh agama dan tenaga medis sangat
diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar praktik ini dilakukan dengan memperhatikan
syariat dan prinsip kesehatan modern (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

Namun, dari perspektif medis, khitan perempuan dikategorikan sebagai Female Genital Mutilation
(FGM), vaitu praktik yang tidak memiliki manfaat kesehatan dan justru menimbulkan risiko serius seperti
infeksi, perdarahan, dan gangguan psikologis (WHO, 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara tegas
menolak praktik FGM dan telah mengklasifikasikan berbagai tipe mutilasi berdasarkan tingkat kerusakannya
(WHO, 2016). Pemerintah Indonesia sendiri telah mencabut regulasi yang sebelumnya mengakomodasi praktik
ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak, sejalan dengan rekomendasi internasional untuk
menghentikan FGM (UNICEF, 2020).

Lebih jauh, praktik khitan perempuan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia,
terutama hak atas integritas tubuh, kesehatan, dan reproduksi anak perempuan (OHCHR, WHO, UN Women,
2020). Berbagai lembaga internasional seperti WHO dan UNICEF menyerukan penghapusan FGM secara
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global, dan penekanan diberikan pada edukasi serta pemberdayaan masyarakat agar keputusan terkait
praktik ini tidak semata-mata berdasarkan budaya atau tradisi, melainkan berdasarkan kesadaran akan hak
anak (CEDAW, 1979).

Penelitian ini juga menemukan dampak negatif yang signifikan akibat praktik khitan perempuan,
termasuk nyeri hebat, infeksi, kehilangan sensitivitas organ, gangguan fungsi seksual, serta trauma psikologis
(WHO, 2016). Meskipun sebelumnya terdapat regulasi yang mengatur praktik ini secara ketat, pencabutan
regulasi tersebut oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan perubahan kebijakan yang menyesuaikan
dengan perlindungan hak anak dan kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Oleh karena itu,
upaya penghapusan praktik ini harus didukung oleh edukasi publik yang intensif dan pendekatan berbasis
hukum untuk melindungi anak perempuan dari risiko yang tidak perlu (Komnas Perempuan, 2021).

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pentingnya integrasi antara perspektif agama,
medis, dan hak asasi manusia dalam memahami dan menangani praktik khitan perempuan di Indonesia. Diskusi
ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan melindungi hak
anak, sekaligus menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dipandang secara tunggal hanya dari sudut pandang
budaya atau agama tanpa mempertimbangkan risiko kesehatan dan hak asasi. Posisi magasid al-syariah yang
menekankan perlindungan jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta dapat menjadi landasan normatif yang kuat
bagi ulama, pembuat kebijakan, dan tenaga kesehatan untuk menolak praktik FGM dan mendorong kebijakan
eliminasi yang lebih tegas dan berkeadilan gender

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia merupakan isu yang
kompleks karena berkaitan dengan ajaran agama, budaya, dan kesehatan. Berdasarkan latar belakang yang
mengungkap perdebatan hukum agama dan risiko kesehatan, hasil wawancara dengan tokoh agama dan tenaga
medis memperlihatkan adanya perbedaan pandangan. Tokoh agama umumnya menganggap khitan perempuan
sebagai sunnah yang tidak wajib, bahkan dapat ditinggalkan jika berisiko. Sebaliknya, tenaga medis
menyatakan bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat kesehatan, berpotensi membahayakan anak, dan
tidak dianjurkan secara medis maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan yang lebih
konkrit, antara lain: penyelenggaraan pelatihan rutin bagi bidan, tenaga kesehatan, dan tokoh agama mengenai
dampak medis dan psikososial FGM; integrasi materi FGM dalam kurikulum kesehatan reproduksi wanita di
institusi pendidikan kesehatan; penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik FGM di fasilitas
kesehatan; serta pelaksanaan kampanye berbasis komunitas yang melibatkan pemuka agama, tokoh
masyarakat, dan organisasi perempuan untuk mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran bahwa
khitan perempuan adalah praktik berisiko yang perlu dihentikan. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman
agama yang kontekstual dan bukti medis yang kuat perlu dikolaborasikan dalam pendekatan terhadap praktik
ini, sesuai dengan tujuan penelitian untuk memahami persepsi serta dampak khitan perempuan dari berbagai
perspektif
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